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ABSTRAK 

 

INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DI DINAS KEPENDUDUKAN 

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

 

Oleh : 

SITI NURAFIFAH 

NIM. 12070527128 

 

Inovasi program jemput bola merupakan pelayanan yang dilakukan Dinas 

Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara para 

petugas langsung mengunjungi kecamatan/desa untuk melakukan pelayanan 

administrasi kependudukan pada masyarakat. Hasil produk inovasi program 

jemput bola ini berupa dokumen kependudukan yaitu KTP-el, KIA (Kartu 

Identitas Anak), IKD (Identitas Kependudukan Digital), akta kelahiran dan akta 

kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan bagaimana inovasi 

program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Indragiri Hilir dan untuk mengetahui apa saja faktor kendala yang terdapat 

dalam inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 

pelaksanaan inovasi program jemput bola yang dilakukan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir berjalan dengan cukup maksimal 

dalam rangka pendataan kependudukan masyarakat. Namun, di samping itu 

terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat proses pelayanan 

administrasi kependudukan yaitu jangkauan pelayanan yang belum mencakupi 

daerah pelosok di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu adanya kesulitan 

mengkondisikan masyarakat di lapangan, dan sarana dan prasarana yang belum 

memadai.  

 

Kata Kunci : Inovasi Pemerintah, Program Jemput Bola, Administrasi 

Kependudukan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih dihadapkan 

dengan kondisi masih belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan diberbagai 

bidang kehidupan berbangsa dan bernegara hal itu bisa disebabkan dari 

ketidaksiapan organisasi publik Indonesia dalam menyediakan pelayanan yang 

berkualitas kepada masyarakat (Saputro, 2023). Yang mana menyebabkan 

masyarakat kecewa dan frustasi ketika berurusan pada organisasi publik. 

Pemerintah memiliki fungsi yang mana memberikan berbagai pelayanan publik 

yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan 

ataupun pelayanan-pelayanan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat 

terutama pada pelayanan pendaftaran penduduk (Abdullah, 2022). 

Pelayanan merupakan tugas utama dari aparatur sipil negara, sebagai abdi 

Negara dan abdi masyarakat (Katharina, 2021). Tugas ini telah digariskan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Yang 

berbunyi Tugas Aparatur Sipil Negara yaitu melaksanakan kebijakan publik yang 

dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan 

berkualitas dan Mmepererat Persatuan dan Kesatuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (Viky & Setyowati, 2019). 

Keberhasilan pemerintah dalam membangun kinerja dari pelayanan publik 

secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif 
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dalam pemerintah di mata warga masyarakatnya (Marfiati & Reviandani, 2023). 

Pemerintah memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan 

publik sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik pasal 1 yaitu “ Pelayanan publik adalah rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik”(Rukayat, 2017). 

Selain itu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Inovasi dalam Pelayanan Publik. Inovasi yang diterapkan bertujuan agar 

pelayanan publik lebih berkualitas dan tentunya untuk mewujudkan pelayanan 

yang lebih baik mudah serta terjangkau bagi masyarakat (Eldo & Mutiarin, 2019). 

Pemberian wewenang yang lebih luas dalam menyelenggarakan pelayanan publik 

pada bidang pemerintahan merupakan salah satu perubahan dalam perencanaan 

pembangunan daerah melalui desentralisasi (M. E. P. Sari & Pratiwi, 2021). 

Dengan luasnya kewenangan tersebut, pelayanan publik yang diselenggarakan 

oleh pemerintah daerah diharapkan inovatif dalam memberikan pelayanan yang 

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (Prastya & Sunaningsih, 

2020). 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 

menyebutkan bahwa instansi penyelenggara pelayanan publik yaitu pemerintah 

pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD (Sri, 2014). Sesuai dengan 
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peraturan perundang-undangan yang berlaku pelayanan yang diberikan dapat 

berbentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan masyarakat. Pemerintah daerah 

khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil wajib dan bertanggung 

jawab dalam menyelenggarakan pelayanan pada bidang administrasi 

kependudukan. Saat ini penyelenggaraan pelayanan publik yang menyangkut 

masyarakat luas patut disoroti, karena pelayanan ini diberikan haruslah berkualitas 

selain memenuhi tuntutan tetapi juga untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan 

masyarakat terhadap jasa publik (Saputro, 2023).  

Salah satu bentuk kegiatan dalam melakukan perbaikan pelayanan 

pelayanan publik yang terdapat pada pemerintah daerah yaitu Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang memberikan pelayanan pada bidang 

pelayananan pendaftaran penduduk (Sellang et al., 2019). Demi memberikan 

kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dalam bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Indragiri Hilir memberikan terobosan yang mana melalui inovasi pelayanan guna 

tercapainya pelayanan yang baik. Inovasi pelayanan tersebut dilaksanakan pada 

tahun 2018 yang diberi nama Jemput Bola Administrasi Kependudukan 

(ayoriau.co, 2018). 

Inovasi program jemput bola ini merupakan pelayanan yang dilakukan 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara 

mendatangi masyarakat atau bekerjasama dengan kelurahan atau Desa, sekolah, 

rumah sakit dan memberikan pelayanan ditempat dengan jadwal yang telah 

ditentukan untuk pelayanan dokumen kependudukan seperti pendaftaran 
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penduduk (perekaman KTP-el, penerbitan KTP-el, dan KIA) dan melakukan 

pelayanan dokumen pencatatan sipil (Akta Kelahiran, Akta Kematian), serta 

Pengaktifan Identitas Kependudukan Digital (IKD). 

Pelayanan ini dilaksanakan agar mempermudah dan mempercepat proses 

pengurusan khususnya masyarakat desa dan kelurahan yang ingin mengurus 

dokumen kependudukan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Kemudian, 

masyarakat tidak perlu datang ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil 

kabupaten Indragiri Hilir yang berada di Kota Tembilahan (ayoriau.co, 2018). 

Sejalan dengan adanya ketentuan pada Perda Indragiri Hilir Nomor 7 

Tahun 2017 yang mana mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, 

dimana bertujuan agar memudahkan masyarakat yang ada di Desa/Kabupaten 

untuk mengurus dokumen kependudukan, yang mana dalam stigma masyarakat 

bahwa mengurus dokumen kependudukan itu melalui prosedur yang berbelit, 

tidak efektif dan efisiennya dan tidak tepat waktu, sehingga masyarakat yanng 

berlokasi jauh dari Tembilahan terkesan enggan untuk mengurus dokumen 

kependudukan. 

Hasil wawancara dengan bapak Sumardi pada tanggal 03 September 2023. 

Beliau merupakan kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengatakan, 

“Berdasarkan informasi yang beliau berikan terkait program jemput bola 

dalam pengurusan terutama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

Disdukcapil Kabupaten Indragiri Hilir, terdapat kendala berupa 

menjangkau masyarakat yang belum mempunyai dokumen kependudukan 

yang disebabkan oleh masalah kesulitan dalam mengakses pelayanan, 

kurang efektifnya dalam penyelesaian pelayanan seperti prosedur yang 

menjadi sedikit terhambat dan menghabiskan waktu yang lama”. 
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Melalui inovasi program jemput bola pelayanan pendaftaran penduduk 

para petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terjun langsung ke desa-

desa untuk melakukan perekaman biodata kependudukan dan penerbitan yang 

berkaitan dengan dokumen kependudukan (Zulkifli, 2019).  

Inovasi pelayanan publik telah menjadi fokus utama dalam upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Beberapa langkah 

transformasi yang dilakukan meliputi pemanfaatan teknologi informasi untuk 

memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, pembinaan inovasi 

pelayanan publik, dan penilaian inovasi pelayanan publik. Implementasi 

transformasi digital dalam pelayanan publik bertujuan untuk menjawab kebutuhan 

masyarakat yang terus berkembang dengan tetap menyediakan pelayanan publik 

yang mudah, cepat, dan responsive.  

Inovasi pelayanan publik juga menjadi tolak ukur keberhasilan reformasi 

birokrasi, terutama dalam konteks pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik 

memiliki dampak yang signifikan terhadap budaya organisasi di sektor publik, 

seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian ini. Hasil kajian kepustakaan 

menyoroti bahwa inovasi mendorong perubahan dalam pola pikir dan sikap 

pegawai publik terhadap perubahan. Selain kontribusi terhadap pemahaman yang 

lebih dalam tentang dampak inovasi pelayanan publik terhadap budaya organisasi, 

penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran pemimpin dalam mengelola 

perubahan budaya ini. Pemimpin yang dapat memainkan peran sebagai agen 

perubahan dan fasilitator inovasi menjadi kunci dalam menciptakan budaya 

organisasi yang progresif. Keseluruhan, hasil penelitian ini memiliki implikasi 
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yang signifikan bagi praktisi dan pembuat kebijakan di sektor publik, dengan 

menekankan perlunya mendukung inovasi dalam layanan publik dan memastikan 

bahwa budaya organisasi mendukung inisiatif inovatif ini. Dengan demikian, 

upaya menuju administrasi publik yang lebih efisien, responsif, dan inovatif dapat 

diwujudkan, menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat. 

(Hamdun Hamdillah, 2023). 

Namun masih ada terdapat kendala yang ditemukan dalam program jemput 

bola ini dimana masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam 

pencetakan KTP-el sendiri dikarenakan server dari proses pencetakan yang 

digunakan sempat bermasalah dan alat yang digunakan dalam proses pencetakan 

tersebut tidak memadai sehingga memperlambat proses pencetakan KTP-el 

(Dharmayanti et al., 2020). Dapat diketahui bahwa Kabupaten Indragiri Hilir 

memiliki daerah terluas yang berada di Provinsi Riau setelah Kabupaten 

Pelalawan. Luas wilayahnya mencapai 11. 605, 97 km
2 

dengan total 31 pulau dan 

jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2021 yaitu sebesar 658.025 jiwa 

(Sumber BPS Indragiri Hilir 2021). 

Tabel 1.1 Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan 

di Kabupaten Indragiri Hilir 

 

Kecamatan Ibukota Kecamatan  Jarak ke Ibukota 

Keritang Kotabaru Reteh 53,8 

Kemuning Selensen 85,0 

Reteh Pulau Kijang 41,7 

Sungai Batang Benteng 37,4 

Enok Enok 21,4 

Tanah Merah Kuala Enok 34,0 

Kuala Indragiri Sapat 17,5 

Concong Concong Luar 54,3 

Tembilahan Tembilahan Hilir 0,9 
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Kecamatan Ibukota Kecamatan  Jarak ke Ibukota 

Tembilahan Hulu Tembilahan Hulu 2,6 

Tempuling Sungai Salak 29,7 

Kempas Harapan Tani 45,3 

Batang Tuaka Sungai Piring 15,4 

Gaung Anak Serka Teluk Pinang 26,8 

Gaung Kuala Lahang 34 ,0 

Mandah Khairiah Mandah 49,6 

Kateman Tagaraja 83,9 

Pelangiran Pelangiran 60,0 

Teluk Belengkong Saka Rotan 90,0 

Pulau Burung Pulau Burung 92,0 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, 2023 

 

Salah satu alasan yang menyebabkan masyarakat enggan mengurus 

dokumen kependudukan yaitu masalah keterbatasan jauhnya jarak tempuh 

dikarenakan besarnya modal transportasi yang harus dikeluarkan menjadi 

persoalan dilapangan yang masih banyak ditemui bagi masyarakat di daerah 

pelosok kesulitan mengakses dokumen untuk sampai kepusat pelayanan 

administrasi kependudukan. Selain itu juga karena bentuk geografis Kabupaten 

Indragiri Hilir yang berbentuk pulau maka untuk menjangkau daerah satu dengan 

daerah yang lain melalui sungai atau parit dan sarana perhubungan yang dominan 

disana adalah speetbot, pompong dan perahu.  

Hasil observasi di lapangan peneliti melakukan wawancara dengan 

masyarakat salah satu pada kecamatan mandah dan menemukan beberapa masalah 

seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen 

kependudukan, masih banyaknya masyarakat yang baru akan mengurus dokumen 

kependudukan apabila dokumen tersebut diperlukan dalam waktu dekat saat ada 

keperluan, sebelum memerlukan mereka tidak mengurus dokumen 
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kependudukannya, masyarakat masih kurang informasi serta sosialisasi mengenai 

adanya program jemput bola ini. Hal tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi 

masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kependudukan secara optimal. Padahal 

didalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 dokumen kependudukan sangat 

penting dalam memberikan keabsahan identitas bagi masyarakat itu sendiri dan 

kepastian hukum atas setiap peristiwa kependudukan yang dialami penduduk (N. 

R. D. Sari & Meirinawati, 2022). Dengan itu adanya inovasi program jemput bola 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Indragiri Hilir. 

Sebagai penyelenggara pelayanan jemput bola, Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir harus memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur negara 

sebagai abdi masyarakat. Terkait hal ini juga dalam memberikan pelayanan 

jemput bola bagi masyarakat. Dalam memberikan pelayanan jemput bola, Dinas 

Kependudukan dan Pencaatatan Sipil tentunya memiliki permasalahan ataupun 

kendala yang sering ditemui yaitu berkaitan dengan masalah prosedur atau 

persyaratan pelayanan, ketidaksesuaian penyelesaian pelayanan, tanggung jawab 

petugas pelayanan dan lainnya. 

Hal tersebut sesuai dengan yang ditemui peneliti dalam observasi dan 

dikatakan secara langsung dalam wawancara terkait oleh salah satu masyarakat 

yang mendapatkan pelayanan jemput bola terkait dengan pelayanan yang 

diberikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir di 

lapangan. Alasan lain masalah tersebut penting dikaji dan dilihat peningkatan 

target pelayanannya dalam karakteristik dari inovasi pelayanan. Karakteristik 
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inovasi pelayanan yang dikategorikan dalam beberapa aspek yakni keuntungan 

relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. 

Kemudian indikator yang digunakan dalam pengukuran kelima karakteristik 

tersebut, ada beberapa termasuk dalam prinsip-prinsip pelayanan publik seperti 

kemudahan prosedur pelayanan, waktu pelayanan, waktu penyelesaian pelayanan, 

kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses dan kenyamanan. 

Pada pelayanan jemput bola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dengan diukur menggunakan karakteristik inovasi 

pelayanan masih banyak yang belum sesuai dan berjalan dengan baik. Pada aspek 

kesesuaian inovasi pelayanan jika melihat yang terjadi dilapangan ternyata aspek 

ini belum berjalan dengan baik, hal tersebut terkait dengan waktu penyelesaian 

pelayanan yang diterima masyarakat. Berdasarkan observasi peneliti dilapangan 

terhadap pelayanan jemput bola, masyarakat masih banyak mengeluh mengenai 

ketidaksesuaian waktu penyelesaian dokumen kependudukan yang mereka urus, 

penyelesaian berkas tersebut cenderung lambat. 

Penerbitan dokumen atau berkas kependudukan yang sudah diproses bisa 

melebihi 1 (satu) hari kerja dalam pelayanan tersebut yang dilayani mulai 08.00-

16.00 WIB. Walaupun dalam pelayanan jemput bola yang dilaksanakan Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dilakukan ketika 

hari kerja seharusnya masih bisa dioptimalkan dalam memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, hal tersebut dapat diatasi dengan menambahkan jumlah 

petugas pelayanan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi 
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Kependudukan pada Pasal 3 ayat 2 sudah dijelaskan terkait waktu penyelesaian 

pelayanan yang menyatakan bahwa “Penerbitan dokumen kependudukan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam dan 

paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak persyaratan dinyatakan lengkap oleh 

petugas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

atau Kota.  

Kemudian pada aspek kerumitan yang terkait dengan kelengkapan sarana 

dan prasarana pelayanan dilihat dilapangan ternyata masih belum cukup memadai. 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir mengalami 

keterbatasan dalam kepemilikan peralatan untuk pelayanan jemput bola itu 

sendiri, oleh karena itu peralatan pada pelayanan konvensional di Kantor harus 

ada beberapa yang digunakan bergantian untuk pelayanan jemput bola tersebut. 

Akibat dari kurangnya peralatan pelayanan tersebut menyebabkan banyak berkas 

atau dokumen kependudukan yang mengalami penumpukan dalam pengerjaan 

dokumen tersebut sehingga pengoptimalan pelayanan belum dapat berjalan sesuai 

dengan visi misi yang dijalankan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir.  

Berdasarkan uraian diatas, maka jika dilihat visi-misi serta maklumat 

pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri 

Hilir adalah visinya menjadi lembaga yang profesional dalam Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir adalah dengan maklumat pelayanan 

yakni dengan ini kami sanggup menyelenggarakan pelayanan administrasi 

kependudukan yang cepat, tepat, akurat, dalam menunjang suksesnya 
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pembangunan daerah (disdukcapil.inhilkab.go.id, 2019). 

Namun ternyata visi misi dan maklumat pelayanan tersebut belum berjalan 

dengan baik dilapangan dan seperti dijelaskan diatas masih ditemui permasalahan 

- pemasalahan yang dapat menghambat terwujudnya visi misi dari Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir dan terciptanya 

pelayanan yang berkualitas. Melihat permasalahan diatas, hal ini menjadi penting 

untuk diteliti karena dalam suatu instansi yang bergerak sebagai penyelenggara 

pelayanan publik harus memiliki pelayanan yang dapat memudahkan akses 

penggunanya dalam kebutuhan pelayanan publik tersebut.  

Selain itu, terutama pada karakteristik inovasi pelayanan yang masih 

menjadi kendala dalam penyelenggaraan pelayanan di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan demikian, sebagai intansi 

yang bergerak dalam bidang administrasi kependudukan Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Indragiri Hilir memerlukan adanya capaian peningkatan 

kepemilikan dokumen yang dimiliki masyarakat untuk melihat sejauh mana 

keberhasilan dalam membangun pengoptimalan hasil pelayanan publik secara 

profesional, efektif, efisien, dan akuntabel.  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Inovasi Program Jemput Bola Di Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir” 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan masalah dalam 

penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan sebagai berikut : 

1. Bagaimana inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir ? 

2. Apa saja faktor kendala yang terdapat dalam inovasi program jemput bola 

di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguraikan bagaimana inovasi program jemput bola di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor kendala yang terdapat dalam inovasi 

program jemput bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat peneliti ini sebagai berikut : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan dan penerapan pelayanan publik dalam pelaksanaan 

fungsi efektivitas pemerintah di desa-desa. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi 

untuk peneliti selanjutnya khususnya mengenai inovasi program jemput 



13 

 

 

bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri 

Hilir dan sebagai masukan bagi desa-desa di Indragiri Hilir dalam 

penerapan pelayanan publik yang berkualitas. 

3. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan saran dan informasi serta 

referensi bagi pemerintah untuk ikut serta dalam proses pengambilan 

kebijakan melalui inovasi program jemput bola ini, yang diharapkan 

dapat meningkatkan efesiensi sistem pelayanan kependudukan pada 

dinas kependudukan dan pencatatan sipil. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka peneliti perlu 

menyusun sistematika penulisan sehingga menunjukkan hasil penelitian yang baik 

dan memudahkan dalam memahami isi penelitian. Adapun sistematika penelitian 

tersebut adalah, sebagai berikut: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II :  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan berbagai teori, definisi konsep, konsep 

operasional dan kerangka berpikir dalam suatu penelitian. 
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BAB III :   METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisikan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis 

penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, informan 

penelitian, teknik analisis data.  

BAB IV :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  

Pada bab ini berisikan sejarah objek penelitian, aktivitas penelitian, 

struktur organisasi, visi misi, dan gambaran umum terkait objek 

penelitian. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini menjelaskan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. 

BAB VI :  PENUTUP 

Pada bab ini penulis menguraikan keisimpulan dan saran yang 

diperoleh dari hasil penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1  Pelayanan Publik 

Pelayanan publik ataui disebut juga pelayanan umum merupakan upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab instansi 

penyelenggara pelayanan publik dalam bentuk  jasa pelayanan, baik berbentuk 

barang publik maupun jasa publik dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan (Rachmatono, 2018).  

Tercantum pada Bab I Pasal 1 ayat 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang pelayanan publik, pelayanan publik merupakan suatui kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan baik setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

(Cita, 2022). Kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah 

untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan   sesuai   dengan   ketentuan   

undang-undang. Pada pemenuhan hak penduduk, terutama di bidang Pencatatan 

Sipil, masih ditemukan penggolongan penduduk yang berdasarkan pada perlakuan 

diskriminatif yang membeda-bedakan suku, keturunan, dan agama sebagaimana 

diatur dalam berbagai peraturan produk colonial Belanda (Fry, 2021). 

Penggolongan penduduk dan pelayanan diskriminatif yang demikian itui 

tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Kondisi tersebut mengakibatkan pengadministrasian 

kependudukan mengalami kendala yang mendasar sebab sumber data 
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kependudukan belum terkoordinasi dan terintegrasi, serta terbatasnya  cakupan  

pelaporan  yang  belum  terwujud  dalam  suatui  sistem  administrasi 

kependudukan  yang  utuh  dan  optimal.  Kondisi  sosial  dan  administratif  

tersebut  tidak memiliki sistem database kependudukan yang menunjang 

pelayanan administrasi kependudukan (Rukayat, 2017). 

a. Standar Pelayanan Publik  

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik tentu mempunyai standar 

pelayanan publik yang telah di tetapkan dan menjadi sebuah tolak ukur dalam 

pelayanan publik. Standar pelayanan publik digunakan untuk menjadi pedoman 

bagi penerima layanan untuk mengontrol kinerja penyelenggaraan layanan publik 

dan dapat dijadikan pedoman dalam pelayanan publik yang harus ditaati dan 

dilaksanakan (Nastia, 2022). Berdasarkan Kemenpan Nomor 14 tahun 2017 

tentang pedoman penyusunan kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan 

publik terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang digunakan untuk 

mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dalam meningkatkan 

kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut : 

1. Persyaratan, persyaratan teknis maupuin administratif yang mana harus 

dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan. 

2. Prosedur, merupakan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan. 

3. Waktu Penyelesaian, merupakan jangka waktu yang ditetapkan sejak 

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Yang 
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ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan 

masyarakat 

4. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, yang mana hasil yang diberikan dan 

diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam pelayanan. 

5. Kompetensi Pelaksana, merupakan kemampuan yang dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman. 

6. Perilaku Pelaksana, merupakan sikap petugas dalam memberikan 

pelayanan kepada penerima pelayanan. 

7. Penanganan Pengaduan, yang mana tata cara pelaksanaan dalam 

penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

8. Sarana dan Prasarana, sarana sebagai salah satu yang dapat dipakai 

sebagai alat mecapaikan maksud dan tujuan, sedangkan prasarana 

sebagai penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan. 

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik 

disebutkan bahwa pelaksana dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus 

berperilaku; 

1. Adil dan tidak berperilaku diskriminatif 

2. Cermat 

3. Santun dan ramah 

4. Tegas, handal dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut 

5. Profesional 

6. Tidak mempersulit 

7. Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar 
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8. Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi 

penyelenggara 

9. Tidak membocorkan informasi atau dokumen wajib yang bersifat 

rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

10. Terbuka dan mengambil langkah tepat untuk menghindari benturan 

kepentingan 

11. Tidak menyalahgunakan sarana dan prasaranan serta fasilitas pelayanan 

publik 

12. Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan kewenangan yang 

dimiliki 

13. Sesuai dengan kepantasan dan tidak menyimpang dari prosedur. 

 

2.2 Pelayanan Permohonan Administrasi Kependudukan   

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)  

Surat identitas yang umum dan wajib dimiliki oleh setiap WNI adalah 

KTP. KTP merupakan jenis identitas diri yang di akui di Indonesia bagi 

penduduk yang dianggap sudah dewasa, yaitu minimal berumuir 17 tahun 

atau sudah menikah. KTP berisi beberapa informasi identitas tentang 

pemegang KTP tersebut. KTP berfungsi sebagai  pemberian kepastian 

bahwa pemegang KTP terdaftar sebagai WNI yang sah, sebagai identitas 

diri (kartu pengenal) yang umum diterima di instansi manapun. KTP 

umumnya merupakan salah satu bukti atau surat yang diminta oleh petugas 

keimigrasian, aparat kepolisian, pegawai bank (untuk transaksi 
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perbankan), pejabat pemerintah dari ketua RT sampai desa dan kecamatan, 

serta pemilik rumah yang akan kita huni (sewa).  

2. Akta Kelahiran   

Surat kependudukan yang paling awal harus dimiliki oleh seorang warga 

Negara adalah surat kelahiran. Surat kelahiran ini dibuat langsung setelah 

bayi dilahirkan. Surat kelahiran berfungsi sebagai identitas pertama bayi 

yang telah lahir. Selanjutnya,  surat  kelahiran  ini  berfungsi  sebagai  

syarat  untuk  membuat  akta kelahiran di kantor catatan sipil dan untuk 

memasukkan nama bayi ke dalam daftar kartu keluarga (KK) 

(Dharmayanti et al., 2020).  Surat kelahiran antara lain berisi nama bayi 

yang dilahirkan, tempat lahir, hari dan tanggal, jam, nama ibu yang 

melahirkan, serta nama ayah kandung dari bayi yang dilahirkan. Jika bayi 

yang dilahirkan diluar pernikahan atau orangtuanya belum menikah,  

hanya  nama  ibunya  yang  ditulis  sebagai  orangtua  di  surat  kelahiran 

tersebut.  Khusus surat kelahiran yang diterbitkan oleh rumah sakit, 

biasanya ditambahkan pula nama dokter/bidan yang membantu persalinan, 

serta berat badan dan tinggi badan bayi.   

3. Akta Kematian 

Data penduduk yang dilaporkan kematiannya akan dihapuskan dari Kartu 

Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang pernah dimiliki 

segera dinonaktifkan secara sistem agar tidak disalahgunakan oleh pihak 

pihak yang tidak bertanggungjawab.  Sebagai  hasil  pelaporan  kematian,  

diterbitkan  Kartu  Keluarga baru dan Akta kematian.   
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4. Kartu Ideintitas Anak (KIA) 

KIA dituijuikan bagi seitiap anak yang berusia kurang dari 17 tahun. 

Terdapat dua kategori untuk penerbitan KIA, anak dibawah usia 0-5 tahun 

dan anak usia 5-17 tahun kurang satu hari. Adanya KIA dapat memberikan 

kepastian hukum dan jaminan atas pengakuan hak berserta melindungi 

anak dari perdagangan anak dibawah umur.  

5. Ideintitas Kependudukan Digital (IKD) 

Ideintitas kependudukan digital ini diterapkan sebagai salah satu langkah 

mengikuti penerapan teknologi informasi dan komunikasi dibidang 

kependudukan. Mengurus IKD ini harus memiliki smartphone berbasis 

android, telah memiliki KTP-elfisik atau belum memilikinya tetapi sudah 

melakukan rekam data dan memiliki email. 

 

2.3 Inovasi 

Menurut Rogers dalam Suwarno (2016) inovasi merupakan sebuah ide, 

praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. 

Yang mana diketahui bahwa inovasi ini merupakan ide kreatif teknologi 

pelayanan atau bisa jadi dalam hal memperbarui yang sudah ada sehingga 

menciptakan terobosan atau penyederhana di bidang prosedur, metode, maupun 

struktur organisasi pelayanan yang hasil manfaatnya mempunyai nilai tambah 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan (Sugiharto, 2016). Menurut 

Muluk dalam (Saharuddin & Suryani, 2020) inovasi adalah mengubah sesuatu hal 
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menjadi baru, inovasi teiknologi, inovasi struktur organisasi, inovasi hubungan, 

dan inovasi pembangunan manusia (Fahrezy, 2023). 

Inovasi menurut Green, Howells, dan Miles dalam Zulfa Nurdin (2016) 

menyebutkan bahwa inovasi sebagai suatu yang baru yang mana memperkenalkan 

dan melakukan praktek atau proses baru (barang atau layanan). Inovasi ini tidak 

hanya sekedar kreativitas atau penciptaan ide-ide baru, akan tetapi inovasi adalah 

suatu proses yang dapat direplikasi oleh organisasi lain (Nastia, 2022). 

Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil dari pemanfaatan 

pengetahuan atau keterampilan yang mana untuk menciptakan atau meningkatkan 

produk yang dapat memberikan nilai lebih berarti. Menurut Amable inovasi 

merupakan penerapan yang berhasil dari lingkungan yang dinamis, sehingga 

perusahaan dituntut untuk mampu menciptakan ide-ide yang baru serta 

menawarkan jasa yang inovatif dan peningkatan kinerja layanan yang dapat 

memuaskan pelanggan (Abdullah, 2022).  

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kompetisi 

Inovasi Pelayanan Publik Di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah 

Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Bab III 

terdapat beberapa kriteria terkait Inovasi yang diikutsertakan dalam Kompetisi 

wajib memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut: 

a. Memiliki kebaruan, yaitu memperkenalkan gagasan yang unik, pendekatan 

yang baru dalam penyelesaian masalah, atau kebijakan dan desain 
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pelaksanaan yang unik, atau modifikasi dari inovasi pelayanan publik yang 

telah ada, untuk penyelenggaraan pelayanan public. 

b. Efektif, yaitu memperlihatkan capaian yang nyata dan memberikan solusi 

dalam penyelesaian permasalahan. 

c. Bermanfaat, yaitu menyelesaikan permasalahan yang menjadi kepentingan 

dan perhatian public. 

d. Dapat ditransfer/direplikasi, yaitu dapat dan/atau telah dicontoh dan/atau 

menjadi rujukan dan/atau diterapkan oleh unit penyelenggara pelayanan 

publik lainnya. 

e. Berkelanjutan, yaitu mendapat jaminan terus dipertahankan yang 

diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran, tugas dan 

fungsi organisasi, serta hukum dan perundang-undangan. 

Inovasi di dalam pelayanan publik juga dapat diartikan sebagai prestasi 

dalam meraih, meningkatkan, dan memperbaiki efektifitas, efisieinsi dan 

akuntabilitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh inisiatif pendekatan, 

metodologi, dan alat baru dalam pelayanan masyarakat. 

 

a. Tujuan Inovasi  

Tujuan adanya inovasi terdapat pada dalam peraturan menteri 

pendayaguna aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 

30 Tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik : 
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1. Mendorong inovasi pelayanan publik 

2. Mendorong pengembangan dan transfer inovasi pelayanan publik 

3. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik 

4. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 

  

b. Karakteristik Inovasi 

Menurut Rogers dalam Suwarno (2016) inovasi mempunyai karakteristik 

sebagai berikut: 

1. Relative Advantage (Keuntungan Relatif)  

Sebuah inovasi harus mempunyai keunggulan nilai lebih dibandingkan 

dengan inovasi sebelumnya. Selalu ada sebuah nilai kebaruan yang 

melekat dalam inovasi yang menjadi ciri yang membedakan dengan yang 

lain.  

2. Compability (Kesesuaian)  

Inovasi juga mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi 

yang digantinya. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta 

merta dibuang begitu saja, selain karna faktor biaya yang tidak sedikit 

namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke 

inovasi terbaru. Selain itu juga dapat memudahkan proses adaptasi dan 

proses pembelajaran terhadap inovasi itu secara lebih cepat.  

3. Complexity (Kerumitan)  

Dengan sifatnya yang baru, maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan 

yang boleh jadi lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya. 
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Namun demikian karena sebuah inovasi menawarkan cara yang lebih baru 

dan lebih baik, maka tingkat kerumitan pada umumnya tidak menjadi 

masalah penting.  

4. Triability (Kemungkinan Dicoba)  

Inovasi hanya bisa diterima apabila telah teruji dan terbukti mempunyai 

keuntungan atau nilai lebih dibandigkan dengan inovasi yang lama. 

Sehingga sebuah produk inovasi haus melewati fase uji coba publik, 

dimana setiap orang atau pihak mempunyai kesempatan untuk menguji 

kualitas dari sebuah inovasi. 

5. Observability (Kemudahan Diamati)  

Sebuah inovasi harus juga dapat diamati, dari segi bagaimana ia bekerja 

dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Yang mana memudahkan 

masyarakat dalam mendapatkan pelayanan yang lebih baik dan lebih 

transparan. 

 

c. Jenis – jenis Inovasi  

Berdasarkan bukui Direktori Inovasi LAN menjelaskan beberapa jenis dari 

inovasi sebagai berikut : 

1. Inovasi Proses (Process Inovation)  

Inovasi proses merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas proses 

kerja baik internal maupun eksternal. Tujuan dari inovasi ini yakni 

untuk menghasilkan output yang lebih efektif dan efisien. Inovasi 
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proses memiliki pembenahan dengan ruang lingkup intern suatu 

organisasi. 

2. Inovasi Metode (Method Innovation) 

Inovasi metode menitikberatkan pada kebaruan cara, teknik atau 

strategi dalam mencapai suatu tujuan. Kebaruan ini tentunya sebuah hal 

yang belum pernah digunakan oleh orang lain, memiliki kemanfaatan 

terhadap banyak orang. 

3. Inovasi Produk (Product Innovation)  

Inovasi produk dapat diartikan sebagai pembaharuan dari sebuah 

produk. Pembaharuan ini bisa berupa adanya produk baru yakni produk 

yang benar-benar baru, produk yang dibuat untuk menggantikan produk 

lama dan produk lama yang didesain ulang menjadi sebuah produk baru 

untuk meningkatkan kualitas dan nilai tambah dari satu barang atau 

jasa.  

4. Inovasi Konseptual (Conceptual Innovation)  

Inovasi konseptual merupakan inovasi yang berada di tataran 

konseptual. Inovasi ini fokus ke pemahaman yang berbeda atau cara 

pandang yang berbeda dalam melihat suatu permasalahan. Pemahaman 

serta cara pandang yang berbeda ini nantinya akan menjadi sebuah 

paradigma, ide, gagasan, serta pemikiran yang baru terhadap suatu hal. 

5. Inovasi Teknologi (Technology Innovation)  

Inovasi teknologi menitikberatkan dalam penggunaan teknologi baru. 

Penggunaan teknologi baru ini bertujuan untuk memudahkan, 
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mempercepat serta memperbanyak hasil yang diproduksi. Dalam 

konteks sektor publik, inovasi teknologi biasanya dilakukan melalui 

introduksi e-government dan pembaruan peralatan atau perangkat untuk 

menunjang pekerjaan. Penggunaan elektronik dengan memanfaatkan 

teknologi informasi membuat kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh 

sektor publik menjadi lebih efektif dan efisien. 

6. Inovasi Struktur Organisasi (Organizational Structure Innovation)  

Struktur organisasi menjadi roh dalam sebuah organisasi menggerakkan 

roda sistem organisasi. Dalam struktur organisasi yang simpel, maka 

kinerja organisasi akan bisa berjalan secara efisien. Efisiensi ini juga 

bisa terus dimaksimalkan dengan melahirkan inovasi struktur 

organisasi. Inovasi struktur organisasi bisa dilakukan dengan 

penggunaan struktur organisasi baru, merestrukturisasi organisasi yang 

ada, menggabungkan atau menghapus struktur organisasi yang kurang 

efisien. 

7. Inovasi Hubungan (Relationship Innovation)  

Hubungan merupakan sebuah interaksi satu pihak dengan pihak lain. 

Interaksi ini bisa terjadi secara sederhana maupun rumit. Apabila 

hubungan ini rumit, tentunya akan merugikan sebuah organisasi. 

Disinilah peran inovasi. Inovasi ditujukan untuk menyederhanakan 

hubungan atau interaksi satu pihak dengan pihak lainnya. Inovasi yang 

ditujukan untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan 

dengan pihak lain demi tercapainya tujuan bersama. Ruang lingkup dari 
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inovasi hubungan adalah partnership, partisipasi masyarakat, 

relationship, networking.  

8. Inovasi Pengembangan SDM (Human Resources Development 

Innovation)  

Inovasi sumber daya manusia dibangun untuk mewujudkan pengelolaan 

sumber daya manusia yang tepat guna. Penggunaan sumber daya 

manusia yang sesuai dengan kemampuan individu dan kebutuhan dari 

organisasi. Guna mewujudkan pengelolaan sumber daya manusia yang 

kompeten, maka langkah inovasi sumber daya manusia yang bisa 

dilakukan melalui tata nilai (didalamnya ada budaya, perilaku, etika 

serta cara pandang), pemberdayaan, kepemimpinan, profesionalisme, 

serta pemberdayaan. 

 

d. Model dalam Inovasi 

Terdapat tiga model dalam inovasi menurut (Griffin dan Ebert, 2007), 

sebagai berikut : 

1. Melakukan pengubahan atau modifikasi sederhana pada produk. 

2. Melibatkan kreasi atas produk baru atau perubahan dari produk yang 

sudah ada. 

3. Melakukan pembentukan produk baru yang berbeda bila dibandingkan 

dengan produk sebelumnya. 
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2.4 Program Jemput Bola 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

mencanangkan sebuah program yaitu program Jemput Bola khususnya bagi 

masyarakat daerah terpencil atau berbeda pulau yang mengalami kesulitan dalam 

mengunjungi kantor. Program jemput bola ini merupakan layanan keliling berupa 

layanan terkait administrasi kependudukan yang ditawarkan kepada masyarakat 

dengan tujuan mempermudah dan mempercepat masyarakat dalam memperoleh 

dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Rachmatono, 2018).  

Program Jemput Bola didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi 

Kependudukan. Pada  pasal 2 ayat (2) dijelaskan bahwa “peningkatan kualitas 

layanan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi 

dan/atau jemput bola” (RI, 2018). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 

menjalankan “Program Jemput Bola” dimana para petugas langsung mengunjungi 

kecamatan/desa untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan. 

Masyarakat dipermudah dengan hanya menyiapkan dokumen perlengkapan 

seperti Fotokopi Kartu Keluarga yang dipersyaratkan dengan waktu pelayanan 

yang sama dengan pelayanan di kantor (N. R. D. Sari & Meirinawati, 2022).  

Berikut alasan pentingnya program Jempuit Bola dalam pelayanan publik 

yaitu: 
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1. Mempermudah dan mempercepat proses pengurusan administrasi 

kependudukan, mulai dari pencatatan sampai dengan penerbitan 

dokumen.  

2. Program ini mampu menjangkau masyarakat tinggal jauh di pedalaman 

ataupun daerah pinggir. Terkhususnya bagi penduduk rentan administrasi 

kependudukan seperti pemulung, warga lanjut usia dan penyandang 

disabilitas.  

3. Masyarakat merasakan langsung dampak nyata dari pelayanan publik, 

meningkatnya jumlah kepemilikan dokumen kependudukan. 

4. Membantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mencapai 

target nasional cakupan penerbitan dokumen kependudukan. 

 

2.5 Pandangan Islam 

Pandangan Islam mengenai inovasi yang mana dengan melakukan inovasi 

sama halnya dengan melakukan perubahan, dalam melakukan inovasi atau 

perubahan adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh kaum, kelompok atau oleh 

organisasi itu sendiri yaitu inovasi atau perubahan ke arah yang lebih baik.  

Adapun dalil yang berkaitan dengan inovasi terdapat dalam firman Allah 

dalam Al Qur’an Surah. Ar-Ra’d ayat 11:  

َ لََ يغَُيِّرُ مَا بِ 
ى يغَُيِّرُوْا مَاانَِّ اّللهه باِوَْفسُِهِمْ  قىَْمٍ حَتّه  

Artinya : “Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum   

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (QS. Ar-Ra’d  ayat 11)”. 
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Berdasarkan firman Allah SWT. Dalam Surah Ar-Ra’d ayat 11, dapat kita 

simpulkan bahwa selama manusia ingin berusaha pasti ada jalannya selama ingin 

mengusahakannya dengan berpedoman pada Al-Qur’an dan Hadits. Inovasi yang 

diperbolehkan dalam Islam ialah seperti mengembangkan ajaran Islam dalam 

relasi sosial dan dalam karya cipta manusia secara kreatif, terbaru serta membawa 

manfaat untuk umat. Islam membuka ruang inovasi seluas-luasnya selama tidak 

bertentangan dengan ajaran Islam. 

Manfaat inovasi ini salah satunya adalah mampu menyelesaikan masalah 

dengan kata lain inovasi dapat memberikan kemudahan dan melakukan perubahan 

kepada siapa yang membutuhkannya. Dengan melakukan perubahan yang 

dilakukan oleh kaum, kelompok, atau organisasi menuju perubahan yang lebih 

baik dari sebelumnya. Adanya perubahan tersebut untuk memberikan kemudahan 

bukan untuk mempersulit bagi umat manusia. Salah satu penerapannya pada 

inovasi yang dibuat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Indragiri Hilir yaitu inovasi program jemput bola dalam pelayanan Administrasi 

Kependudukan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian yang 

relevan atau mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, 

berkaitan dengan inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. 
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Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No 

Nama 

Peneliti 

/Tahun 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan 

1. Arma, 2020 Peningkatan 

Pelayanan Ktp-

el Melalui 

Inovasi Jemput 

Bola Pada 

Dinas 

Kependudukan 

Dan Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten 

Sinjai 

 

Pengembangan 

kelembagaan organisasi 

telah berjalan dengan 

banyaknya berbagai 

inovasi sehingga dengan 

inovasi tersebut nampak 

kemampuan lembaga 

mengefektifkan 

penggunaan sumber daya 

manusia serta keuangan 

yang tersedia. Dalam 

pelaksanaan inovasi 

tersebut dilihat dari 

prosedur, produk, waktu 

dan biaya serta 

kompetensi petugas 

sudah ada warna baru 

dalam pelayan publik 

terkhusus pelayanan 

KTP-el. Walaupun masih 

perlu ditingkatkan seperti 

peningkatan SDM dalam 

bentuk pelatihan-

pelatihan, anggaran yang 

memadai serta 

memperhatikan sarana 

dan prasarana yang 

dipakai petugas lapangan 

dalam memberikan 

pelayanan langsung ke 

masyarakat. 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan 

penelitian 

terletak pada 

lokasi 

penelitian 

yaitu 

kabupaten 

Sinjai dan 

penelitian ini 

hanya berfokus 

pada 

peningkatan 

pelayanan 

KTP-el saja. 

Sedangkan 

yang diteliti 

oleh penulis 

ialah terletak 

pada lokasi 

kabupaten 

Indragiri Hilir 

dan penulis 

teliti pada 

pelayanan 

kependudukan 

melalui inovasi 

program 

jemput bola di 

dinas 

kependudukan 

dan pencatatan 

sipil kabupaten 

Indragiri Hilir. 

2. Zulkifli, 

2019 

Studi 

Pelayanan 

Jemput Bola 

Akta Kelahiran 

Dinas 

Kependudukan 

Berdasarkan  analisis  ini  

peneliti  menyimpulkan  

bahwa pelayanan  publik  

dinas  kependudukan  

dan  pencatatan  sipil  

kabupaten  lingga studi  

Perbedaan 

terletak pada 

peneliti 

melakukan 

penelitian pada 

jemput bola 
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No 

Nama 

Peneliti 

/Tahun 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan 

Dan Pencatatan 

Sipil 

Kabupaten 

Lingga 

pelayanan jemput  bola  

akta  kelahiran  pada  

interval  Cukup  Baik.  

Rekomendasi  yang  

perlu  di  pertimbangkan 

terutama  mengenai  

prosedur  dan  waktu  

penyelesaian  yang  harus  

di  perbaiki  lagi  agar  

masyarakat merasa puas 

dengan pelayanan jemput 

bola yang diberikan 

kabupaten 

Lingga, 

sedangkan 

penelitian 

penulis 

meneliti 

inovasi 

program 

jemput bola di 

kabupaten 

Indragiri Hilir. 

3. Gerry, 2019 Analisis 

Inovasi 

Pemerintahan 

Digital Village 

Dalam 

Peningkatan 

Pelayanan 

Publik Di Nusa 

Tenggara 

Timur 

 

Hasil penilitian   

menunjukan bahwa 

pelaksanaan inovasi 

pemerintahan digital 

village di Kelurahan 

Naikoten II sejauh ini  

sudah bisa dikatakan 

dapat meningkatkan   

pelayanan publik   

dengan   memanfaatkan   

sarana,   prasarana   dan   

teknologi sehingga   

dapat menciptakan   

efektifitas   dan   efisiensi   

dalam   memberikan   

pelayanan.   

Perbedaan 

terletak pada 

objek yang 

diteliti peneliti 

terdahului 

melakukan 

penelitian pada 

inovasi desa di 

NTT, 

sedangkan 

penelitian 

penulis 

meneliti 

inovasi 

kabupaten 

indragiri hilir 

4. Elkesaki, 

2021 

Inovasi 

Pelayanan 

Publik Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil di Kota 

Bandung 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

dalam inovasi pelayanan 

publik di Dinas 

Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil ini 

memberikan banyak 

keuntungan dan juga 

manfaat bagi masyarakat 

kota Bandung. Dilihat 

dari berbagai macam 

inovasi salah satunya 

pada inovasi e-SPASI 

karena sistem dapat 

bekerja 24 jam.  

Perbedaan 

terletak pada 

penelitian 

inovasi 

pelayanan 

yang diteliti 

semua yang 

ada di Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil di Kota 

Bandung. 

Sedangkan 

penulis 

meneliti hanya 
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No 

Nama 

Peneliti 

/Tahun 

Judul 

Penelitian 
Hasil Penelitian Perbedaan 

inovasi 

program 

jemput bola 

yang di Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil. 

5. Melinda, 

2020   

Inovasi 

Pelayanan 

Administrasi 

Kependudukan 

Online 

(PADUKO) 

oleh Dinas 

Kependudukan 

dan Pencatatan 

Sipil Kota 

Padang 

Panjang 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

inovasi (PADUKO) 

secara umum telah 

berjalan dengan baik dan 

dapat diterima 

masyarakat terlihat pada 

efektivitas waktu, 

efisiensi biaya dan 

tenaga. 

Perbedaan 

terletak pada 

penelitian  ini 

inovasi 

pelayanan 

yang dilakukan 

secara online 

yang diberi 

nama 

PADUKO. 

Sedangkan 

penelitian 

penulis 

meneliti 

inovasi 

pelayanan 

yang dilakukan 

secara 

langsung yang 

diberi nama 

Jemput Bola. 
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2.7 Definisi Konsep 

Definisi Konsep merupakan istilah yang mana digambarkan dalam 

kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang dijadikan sebagai pusat 

perhatian dalam ilmu sosial. Adapun definisi konsep dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Pelayanan Publik 

Pelayanan publik merupakan pelayanan yang ditujukan dari pemerintah 

kepada masyarakat yang berisi pelayanan umum, seperti pelayanan terkait 

dengan administrasi kependudukan.  

2. Inovasi  

Inovasi sebagai memperbarui atau memperkenalkan sesuatu yang baru. 

Inovasi berhubungan dengan solusi baru atau lebih baik yang membawa 

nilai bagi masyarakat, pemerintahan, dan individu. Untuk mencapai tujuan 

organisasi serta dapat mempermudah proses pekerjaan.  

3. Program Jemput Bola  

Jemput Bola merupakan layanan terkait pelayanan kependudukan dimana 

para petugas langsung mengunjungi kecamatan/desa dan mendatangi 

langsung masyarakat untuk memberikan layanan administrasi 

kependudukan dengan tujuan mempermudah pelayanan kependudukan dan 

mempercepat masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan. 

Dokumen kependudukan seperti  KTP-el, KIA (Kartu Identitas Anak), 

IKD (Identitas Kependudukan Digital), akta kelahiran dan akta kematian. 
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2.8 Konsep Operasional  

Dalam penelitian, peneliti menggunakan istilah khusus untuk 

menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti, inilah yang disebut 

dengan konsep, menurut Bungin mengartikan konsep sebagai generalisasi dari 

sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan 

birbagai fenomena yang sama. Melalui kerangka teoritis yang penulis paparkan 

sebelumnya maka dapat dibuat konsep operasional yang akan dijadikan tolak ukur 

dalam melakukan penelitian yang menjadi arah dari tujuan tersebut. 

 

Tabel 2.2 Konsep dan Indikator Penelitian 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Karakteiristik 

inovasi 

menurut 

Rogers (2016)  

Keuntungan 

relatif (Relative 

advantage) 

Inovasi dapat menguntungkan bagi 

penerima layanan. 

Kesesuaian 

(Compability) 

Kesesuaian inovasi, kondisi dan harapan 

masyarakat serta memudahkan adaptasi 

terhadap inovasi. 

Kerumitan 

(Compleixity) 

Proseis dalam pelaksanaan inovasi program 

jemput bola memenuhi sarana dan 

prasarana. 

Kemungkinan 

dicoba 

(Trialability) 

Inovasi dapat dicoba dan berlanjut dalam 

kegiatan pelayanan dalam perubahan 

menghasilkan sesuatu yang lebih baik 

. 

 Kemudahan 

Diamati 

(Observability) 

Inovasi memberikan kemudahan dan dapat 

diterima. 
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2.9 Kerangka Pemikiran  

Berdasarkan dukungan teori yang sudah diperoleh dan dijadikan sebagai 

rujukan konseptual, maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut : 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran  

Inovasi Program Jemput Bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir 

Apa saja faktor kendala yang 

terdapat dalam inovasi program 

jemput bola di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Indragiri Hilir? 

Bagaimana inovasi program jemput 

bola di Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri 

Hilir? 

Terciptanya inovasi program jemput bola di Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir yang optimal dan 

sesuai dengan standar dalam pelayanan kependudukan serta 

peningkatan kualitas pelayanan. 

 

1. Keuntungan relatif 

2. Kesesuaian  

3. Kerumitan 

4. Kemungkinan dicoba 

5. Kemudahan Diamati 

(Rogers, 2016) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir Jalan Swarna Bumi Nomor 04 Tembilahan. Penelitian 

ini dilakukan pada bulan September 2023. 

 

3.2 Jenis Penelitian  

Pada penelitian ini penulis mengguinakan jenis penelitian kualitatif dengan 

pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2013). 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami 

fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan, 

mendeskripsikan dengan kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moloeng, 2015). 

Berdasarkan maksud diatas, penulis memilih jenis penelitian ini karena 

sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mendapatkan data dan 

mendeskripsikan keadaan tersebut secara keseluruhan berkaitan dengan inovasi 

program jemput bola dalam mengoptimalkan pelayanan kependudukan, sehingga 

penelitian ini dapat berfokus pada inovasi program jemput bola di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir. 
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3.3 Sumber Data  

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana 

data dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini dapat berupa benda, hal 

atau orang yang dapat diamati yang memberikan data maupun informasi yang 

sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan (Zulkifli, 2019). Sumber data 

yang digunakan penulis untuk membantu penelitian ini dibedakan menjadi dua 

macam yaitu:  

3.3.1 Data Primer  

Data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dan 

dikumpulkan untuk menjawab masalah secara khusus (Pasolog, 2013). Sumber 

data primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh 

peneliti secara langsung terkait dengan masalah yang dikaji yaitu inovasi program 

Jemput Bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri 

Hilir. Untuk memperoleh data primer peneliti melakukan wawancara dengan 

beberapa informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan mengetahui 

persoalan atau permasalahan yang berkaitan kajian penelitian.  

3.3.2 Data Sekunder  

Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut oleh 

pihak lain sehingga lebih informatif untuk digunakan. Data sekunder yang 

digunakan sebagai alat penunjang dalam penelitian ini bersumber dari 

perpustakaan, selain itu ada bahan khusus seperti dokumen-dokumen yang berupa 

undang-undang, laporan publikasi departemen atau kementerian, dan sebagainya 

yang terkait dengan penelitian ini (Zulkifli, 2019). 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dan informasi yang relevan digunakan dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Observasi merupakan pengamatan secara langsung. Observasi yang 

peneliti lakukan ialah pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian 

untuk mendapatkan informasi serta data real. Di sini peneliti melakukan 

observasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di 

Kabupaten lndragiri Hilir Riau. 

2. Wawancara merupakan metode pengumpulan informasi yang menyusun 

pertanyaan pihak-pihak terkait dan mendengarkan jawaban mereka untuk 

mengumpulkan fakta dan data untuk dianalisis.  

3. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi 

dengan menggunakan laporan dan sumber lain seperti buku, arsip, catatan, 

angka tertulis, dan foto terkait penelitian. 

 

3.5 Informan Penelitian 

Informan penelitian merupakan orang yang memberikan informasi karena 

tipe penelitian ini adalah kualitatif, maka penentuan jumlah responden yang 

dijadikan informan ditetapkan dengan menggunakan teknik purposive sampling. 

Menurut (Sugiyono, 2013) purposive sampling adalah teknik untuk menentukan 

sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar 

data yang diperoleh nantinya bisa lebih mewakili. 
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Tabel 3.1 Informan Penelitian 

No Informan Penelitian 
Juimlah 

(orang) 

1. ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pemanfaatan Data 

dan Inovasi Pelayanan 

1 

2. ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan Pencatatan 

Sipil  

1 

3. Petugas Pelayanan Jemput Bola  1 

4. Masyarakat  4 

Sumber: Data Olahan Penulis, Tahun 2024 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam 

proses penyajian data dalam (Imam Gunawan, 2013) yaitu dengan menggunakan 

tiga teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sebagai 

berikut: 

3.6.1 Reduksi Data 

Cara paling umum dalam menyusun informasi, dengan mencari tahui 

informasi mana yang dianggap penting dan informasi mana yang 

tidak dianggap penting untuk menyampaikan informasi yang 

berkaitan dengan apa yang sedang direnungkan, sehingga lebih 

mudah menyajikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan 

peneliti dalam mengumpulkan data tambahan dan mencari 

kebutuhan 

3.6.2 Penyajian Data 

Hal yang harus dilakukan setelah data direduksi yaitu datasajikan 

dalam bentuk naratif sehingga tersusun dengan jelas dan mudah 

dipahami dalam penarikan kesimpulan. 
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3.6.3 Penarikan Kesimpulan 

Pengambilan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam 

menguraikan informasi, yaitu dengan menyimpulkan hasil penelitian 

dan melihat persamaan, perbedaan serta hubunganya dengan 

permasalahan yang dibahas.  
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir 

2. Geografi Kabupaten Indragiri Hilir 

Secara astronomis, Kabupaten Indragiri HIlir terletak antara 00 36’ Lintang 

Utara dan 10 07’ Lintang Selatan, dan antara 1040 10’−1020 32’ Bujur Timur. 

Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Indragiri Hilir berada di pesisir timur 

pulau Sumatera yang menjadi gerbang selatan Provinsi Riau dan berbatasan 

langsung dengan provinsi Jambi. 

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau km
2 
 

berada di pesisir timur Pulau Sumatera dengan ibu kotanya adalah Tembilahan 

dengan luas wilayah 18.812,94 Km
2 

, yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 km
2
, 

luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan umum 888,97 km
2
 serta memiliki 

garis pantai sepanjang 339,5 km
2
 dengan batas – batas wilayah sebagai berikut : 

Utara  : Kabupaten Pelalawan 

Selatan : Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi) 

Barat  :  Kabupaten Indragiri Hulu 

Timur  :  Provinsi Kepulauan Riau 

 Sebagian dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

merupakan daerah dataran rendah yaitu daerah endogen sungai, daerah rawa 

dengan tanah gambut, daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas pulau-

pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 hektar dengan rata-
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rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian 

kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 

meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh 

Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Indragiri Hilir 

 

 
 Sumber : Website perkim.id 

 

 

Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan 

Undang-Undang No.6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

49 tanggal 14 Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada Tahun 2005 

wilayah administrasi pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 kecamatan, 18 

jkelurahan dan 174 desa. Pada tahun 2014, jumlah kelurahan dan desa di 

Kabupaten Indragiri Hilir mengalami penambahan karena adanyapemekaran desa 
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yaitu menjadi 197 desa dan 39 kelurahan. Untuk jarak tempuh dari ibu kota 

Kabupaten Kecamatan, dan luas wilayahnya, yang mana dapat dilihat dari tabel di 

bawah ini : 

Tabel 4.1 Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Luas Kecamatan 

 

No. Kecamatan Luas (Km
2
) Persentase % 

1 2 3 4 

1 Keritang 543,45 4,68 

2 Kemuning 525,48 4,53 

3 Reteh 407,75 3,51 

4 Sungai Batang 145,99 1,26 

5 Enok 880,86 7,59 

6 Tanah Merah 721,56 6,22 

7 Kuala Indragiri 511,63 4,41 

8 Concong 160,29 1,39 

9 Tembilahan 197,37 1,70 

10 Tembilahan Hulu 180,62 1,56 

11 Tempuling 691,19 5,96 

12 Kempas 364,49 3,14 

13 Batang Tuaka 1.050,25 9,05 

14 Gaung Anak Serka 612,75 5,28 

15 Gaung 1.021,74 8,80 

16 Mandah 1.479,24 12,75 

17 Kateman 561,09 4,83 

18 Pelangiran 531,22 4,58 

19 Teluk Belengkong 499 4,30 

20 Pulau Burung 520 4,48 

Jumlah 11.605,97 100,00 % 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020 

 

3. Pemerintahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Indragiri Hilir 

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
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Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan 

Pemerintahan. Kabupaten Indragiri Hilir dikukuhkan dengan Undang-undang 

No.6 Tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 tanggal 14 

Juni 1965 dengan ibukotanya Tembilahan. Pada tahun 2005 Wilayah Administrasi 

Pemerintahan daerah ini terdiri dari 20 Kecamatan, 18 Kelurahan dan 174 desa. 

Tabel 4.2 Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Luas Kecamatan 

 

No. Kecamatan Desa Kelurahan Jumlah 

1 2 3 4 5 

1 Keritang 16 1 17 

2 Kemuning 11 1 12 

3 Reteh 11 3 14 

4 Sungai Batang 7 1 8 

5 Enok 10 4 14 

6 Tanah Merah 9 1 10 

7 Kuala Indragiri 7 1 8 

8 Concong 5 1 6 

9 Tembilahan - 8 8 

10 Tembilahan Hulu 4 2 6 

11 Tempuling 5 4 9 

12 Kempas 10 2 12 

13 Batang Tuaka 12 1 13 

14 Gaung Anak Serka 9 3 12 

15 Gaung 15 1 16 

16 Mandah 16 1 17 

17 Kateman 8 3 11 

18 Pelangiran 15 1 16 

19 Teluk Belengkong 13 - 13 

20 Pulau Burung 14 - 14 

Jumlah 197 39 236 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020 

 

4. Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Indragiri Hilir 

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang 

menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.  
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Tabel 4.3 Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Luas Kecamatan 

 

No. Kecamatan Penduduk 

1 2 3 

1 Keritang 67.237 

2 Kemuning 42.910 

3 Reteh 36.855 

4 Sungai Batang 10.347 

5 Enok 36.073 

6 Tanah Merah 26.377 

7 Kuala Indragiri 16.052 

8 Concong 11.980 

9 Tembilahan 82.291 

10 Tembilahan Hulu 50.289 

11 Tempuling 34.971 

12 Kempas 40.909 

13 Batang Tuaka 29.471 

14 Gaung Anak Serka 24.070 

15 Gaung 42.447 

16 Mandah 38.517 

17 Kateman 43.303 

18 Pelangiran 32.035 

19 Teluk Belengkong 9.153 

20 Pulau Burung 20.374 

Jumlah 695.571 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir 2020 

 

 

4.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir 

4.2.1 Profil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Indragiri Hilir 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

awalnya bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). 

Pimpinan pertamanya adalah Muhammad Isa, bertugas sebagai badan yang 

memperhatikan mengenai kependudukan. Pertumbuhan penduduk merupakan 
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faktor fundamental yang dapat mendorong terjadinya proses pembangunan. Oleh 

karena itu, perlu adanya kantor atau badan yang megurus masalah kependudukan 

dan keluarga berencana nasional. Kemudian setelah beberapa tahun, pada 

tanggal 05 Januari 2005 Kantor Catatan Sipil dan Badan Koordinasi Keluarga 

Berencana Nasional bergabung dan diberi nama Badan Kependudukan dan 

Catatan Sipil Keluarga Berencana (BKCKB) dibawah pimpinan Bapak Drs.H. 

Fauzan. 

 Akan tetapi pada bulan April 2006 BKCKB diubah kepengurusannya 

sebagai pelayanan masyarakat yaitu melayani kepengurusan pembuatan akta 

kelahiran, akta perkawinan, akta kematian dan akta pengesahan anak serta 

melakukan pelayanan motivasi keluarga berencana dan sekaligus penggantian 

kepemimpinan yaitu diganti oleh Bapak Fachmidas, S.H. 

 Pada bulan Agustus 2007 pelayanan dari akta kelahiran,  kepengurusannya 

ditetapkan di kantor pelayanan terpadu digedung Business Center di Jl. Hang 

Tuah Tembilahan. Sehingga Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Keluarga 

Berencana Kabupaten Indragiri Hilir hanya melayani pengurusan akta kelahiran, 

akta perkawinan, akta kematian, akta pengesahan anak dan Kartu Tanda 

Penduduk (KTP), serta Kartu Keluarga (KK) yang sebelumn beroperasi di kantor 

camat tetapi melakukan motivasi kepada masyarakat tentang keluarga berencana. 

 Namun pada tanggal 16 Januari 2009 Badan Kependudukan dan Catatan 

Sipil Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir diganti namanya menjadi 

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Indragiri 

Hilir yang dipimpin oleh Bapak Drs. Darussalam, MM. Pada tanggal 14 Oktober 
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2010 terjadi perubahan kepemimpinan yang digantikan oleh Ibu Drs. Hj. 

Djamilah, M.H. dan pada tanggal 01 Januari 2011 terjadi perubahan nama Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana 

dipimpin oleh Bapak H.Diantor Mampanini, SE, MP. Kemudian digantikan oleh 

Bapak Mj.Verman, pada tanggal 02 Januari 2015, selanjutnya digantikan oleh 

Bapak Ahamd Ramani,S.Pd, M. Pd, pada tanggal 03 oktober 2017,  pada tanggal 

07 Februari digantikan lagi oleh Bapak Mizuar Efendi, SH, selanjutnya digantikan 

Plt Kepala Dinas oleh Bapak Drs. Nursal, M.Si pada tanggal 02 Januari 2024 

sampai dengan sekarang. 

 

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 

Indragiri Hilir 

a. Visi :  

Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan menuju Indragiri Hilir 

berjaya dan gemilang. 

b. Misi : 

1. Menyelenggarakan Administrasi Kependudukan yang cepat, tepat dan 

akurat dalam menunjang suksesnya pembangunan daerah. 

2. Mempersiapkan berbagai perangkat lunak dalam penyelenggarakan 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. 

3. Melakukan verifikasi, validasi mendokumentasikan data dan informasi. 
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4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya aparatur dan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan good governance di 

kabupaten indragiri Hilir. 

 

4.2.3 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

 
Gambar 4.2 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhil 2024 

 

 

4.2.3 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten Indragiri Hilir 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

merupakan unsur dari pelaksana urusan wajib Pemerintahan Daerah bidang 

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dinas Kependudukan dan 



50 

 

 

Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tugas pokok 

menyelenggarakan urusan daerah yang berkenaan dengan bidang Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan 

tugas pokok tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut : 

1. Perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian pendaftaran 

penduduk dan penerbitan dokumen kependudukan 

2. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pencatatan sipil dan 

penerbitan dokumen pencatatan sipil 

3. Perencanaan dan pelaksanaan penyuluhan, pengawasan dan penegakan 

Peraturan Daerah tentang Administrasi Kependudukan 

4. Perencaitnaan, pelaksanaan dan pengendalian pendataan, evaluasi dan 

penyusunan program dibidang Administrasi Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 

Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri 

Hilir terdiri dari : 

1. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah di bidang administrasi kependudukanberdasarkan asas ekonomi 

daerah dan tugas pembantuan. 

2. Sekretaris 

Sekretaris yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayana 

administrasi dan teknis yang meliput perencanaan, keuangan, urusan tata 
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usaha, perlengkapan dan urusan ASN kepada semua unsur di lingkungan 

Dinas. Yang membawahi : 

a. Sub Bagian Perencanaan 

Sub bagian perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan 

penyusunan program dan anggaran. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub bagian umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, 

urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi ASN, urusan 

perlengkapan, rumah tangga, dan penataaan barang milik negara. 

c. Sub Bagian Keuangan 

Sub bagian keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan pelaksanaan 

pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan 

pembukuan. 

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk 

Bidang pelayanan pendaftaran penduduk dipimpin oleh seorang kepala 

bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan 

pendaftaran penduduk. Yang membawahi : 
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a. Seksi Identitas Penduduk 

Seksi identitas penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

mempunyai tugas  melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan 

penerbitan dokumen pendaftaran penduduk. 

b. Seksi Pindah Datang Penduduk 

Seksi dari pindah datang dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

mempunyai tugass melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan 

pindah datang penduduk. 

c. Seksi Pendataan Penduduk 

Seksi pendataan penduduk dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

mempunyai tugass melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan 

pindah datang penduduk. 

 

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil 

Bidang pelayanan pencatatan sipil dipimpin oleh seorang kepala bidang 

yang memmpunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan 

kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil. 

Yang membawahi: 
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a. Seksi Kelahiran 

Seksi kelahiran dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai 

tugas melakukan tpenyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencatatan kelahiran. 

b. Seksi Perkawinan dan Perceraian  

Seksi perkawinan dan perceraian dipimpin oleh seorang kepala seksi 

yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan 

pencatatan perkawinan dan perceraian. 

c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian 

Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian dipimpin 

oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan 

bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan 

koordinasi serta pelaksanaan perubahan status anak, kewarganegaraan 

dan kematian. 

 

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 

Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dipimpin oleh 

seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan 

pelayanan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Yang 

membawahi : 
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a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan 

Seksi seksi sistem informasi administrasi kependudukan dipimpin oleh 

seorang kepla seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi 

serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan. 

b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 

Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan dipimpin oleh 

seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi 

serta pelaksanaan pengolahan  data dan penyajian data. 

c. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi, Informasi dan 

Komunikasi 

Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi, informasi dan 

komunikasi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola dan sumber daya 

manusia teknologi, informasi dan komunikasi. 

 

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan 

Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan dipimpin oleh seorang 

kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan 

perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang 
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pemanfaatan data dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan. Yang 

membawahi :  

a. Seksi Kerjasama 

Seksi kerjasama dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai 

tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerjasama. 

b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan 

Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan dipimpin oleh 

seorang kepala seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi 

serta pelaksanaan seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan. 

c. Seksi Inovasi Pelayanan 

Seksi inovasi pelayanan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang 

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi 

pelayanan administrasi kependudukan. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan pelayanan 

administrasi kependudukan melalui inovasi program jemput bola di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan inovasi program jemput bola di Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir berjalan dengan 

cukup maksimal dengan cukup puasnya masyarakat atas pelayanan yang di 

berikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

dalam rangka pendataan kependukan masyarakat. Namun, di samping itu terdapat 

beberapa kendala yang dapat menghambat proses pelayanan administrasi 

kependudukan yaitu jangkauan pelayanan yang belum mencakupi daerah pelosok 

di kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu adanya kesulitan mengkondisikan 

masyarakat di lapangan, dan sarana dan prasarana yang belum memadai. 

 

6.2 Saran 

Adapun saran yang dapat penulis berikan terkait inovasi program jemput 

bola di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir ini 

adalah : 

1. Diharapkan untuk Disdukcapil kabupaten Indragiri Hilir meningkatkan sarana 

dan prasarana khususnya dengan menambah peralatan pelayanan dokumen 

kependudukan dan jaringan internet di daerah yang sulit dijangkau, untuk 

memperlancar proses pelayanan jemput bola. 
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2. Perlu adanya sosialisasi program jemput bola mengenai dokumen 

kependudukan disarankan Disdukcapil melakukan sosialisasi terhadap 

masyarakat secara langsung dan penentuan jadwal serta lokasi pelayanan 

harusnya sudah ditentukan agar antusias dari masyarakat akan pelayanan 

jemput bola semakin bertambah. 

3. Berdasarkan umpan balik dari masyarakat, perlu dilakukan peningkatan 

kualitas dari layanan secara berkelanjutan agar program jemput bola dapat 

terus berjalan dan memenuhi harapan masyarakat. 
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Lampiran 1 

PEDOMAN WAWANCARA 

INOVASI PROGRAM JEMPUT BOLA DALAM MENGOPTIMALKAN 

PELAYANAN KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN 

PENCATATAN SIPIL KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 

 

a. Staff ADB Kependudukan Ahli Muda, dan Petugas Jemput Bola  

1. Keuntungan Relatif 

a. Apa tujuan dilakukan inovasi pelayanan Jemput Bola? 

b. Bagaimana manfaat yang diberikan dalam inovasi program Jemput 

Bola? 

c. Apakah pelayanan Jemput Bola dikenai biaya pelayanan? 

d. Bagaimana perbedaan pelayanan yang dilakukan di kantor 

Disdukcapil dengan pelayanan Jemput Bola? 

e. Bagaimanakah bentuk inovasi pelayanan dianggap lebih baik atau 

lebih unggul dari inovasi yang sebelumnya menurut Bapak/Ibu? 

2. Kesesuaian Inovasi 

a. Apakah inovasi jemput bola ini sudah memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan? 

b. Apakah semua pelayanan melalui di kantor Disdukcapil disesuaikan 

dengan pelayanan Jemput Bola? 

c. Apakah terjadi ketepatan waktu dalam rangka memenuhi capaian 

target yang menurut Bapak/Ibu? 

3. Kerumitan 

a. Apakah prosedur inovasi program jemput bola mudah dimengerti oleh 

masyarakat yang melakukan kepengurusan dokumen kependudukan? 

b. Bagaimana persiapan untuk melaksanakan pelayanan jemput bola? 

c. Bagaimanakah bentuk proses dalam pelaksanaan program jemput bola 

memenuhi sarana dan prasarana  yang dirasakan Bapak/Ibu? 

d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam inovasi pelayanan jemput bola? 
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4. Kemungkinan Dicoba 

a. Bagaimana inovasi program jemput bola dalam menarik perhatian 

Masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan? 

b. Apakah program jemput bola ini sudah disosialisasikan ke seluruh 

Masyarakat Indragiri Hilir? 

c. Apakah dilakukan sosialisasi dan percobaan pelayanan jemput bola? 

5. Kemudahan Diamati 

a. Apakah inovasi program jemput bola sudah berjalan sesuai dengan 

prosedur dan mekanisme yang diharapkan? 

b. Apakah aturan/prosedur dalam pelayanan program jemput bola ini 

sudah masuk dalam kategori pelayanan yang sederhana atau tidak? 

c. Apa saja produk yang dihasilkan pelayanan jemput bola? 

d. Apakah terjadi keberlanjutan kegiatan pelayanan dalam perubahan dari 

waktui dan kemudahan yang dirasakan menurut Bapak/Ibu? 

 

b. Masyarakat 

1. Keuntungan Relatif 

a. Bagaimana manfaat yang diberikan dalam inovasi program Jemput 

Bola? 

b. Apakah pelayanan Jemput Bola dikenai biaya pelayanan? 

c. Bagaimana perbedaan pelayanan yang dilakukan di kantor Disdukcapil 

dengan pelayanan Jemput Bola? 

2. Kesesuaian Inovasi 

a. Apakah terjadi ketepatan waktu dalam rangka memenuhi capaian target 

yang di lakukan pemerintah yang dapat dirasakan oleh masyarakat? 

b. Apakah semua pelayanan melalui di kantor Disdukcapil disesuaikan 

dengan pelayanan Jemput Bola? 

c. Apakah pelayanan Jemput Bola disesuaikan dengan kebutuhan 

administrasi kependudukan masyarakat? 
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3. Kerumitan 

a. Apakah prosedur inovasi program jemput bola mudah dimengerti oleh 

masyarakat yang melakukan kepengurusan dokumen kependudukan? 

b. Bagaimana proses pelaksanaan pelayanan jemput bola? 

c. Apakah terjadi kerumitan dalam inovasi sebelumnya tetapi 

menawarkan cara yang lebih baik yang di lakukan pemerintah yang 

dapat dirasakan oleh masyarakat? 

d. Apa saja kendala yang dihadapi dalam inovasi pelayanan jemput bola? 

4. Kemungkinan Dicoba 

a. Bagaimana inovasi program jemput bola dalam menarik perhatian 

Masyarakat dalam kepengurusan dokumen kependudukan? 

b. Apakah inovasi program jemput bola ini mampu beradaptasi dengan 

baik dalam menghadapi perkembangan zaman? 

5. Kemudahan Diamati 

a. Apakah inovasi program jemput bola sudah berjalan sesuai dengan 

prosedur dan mekanisme yang diharapkan? 

b. Apakah terjadi keberlanjutan kegiatan pelayanan dalam perubahan 

dari waktui dan kemudahan yang dilakukan pemerintah yang dapat 

dirasakan oleh masyarakat? 
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Lampiran 2 

DOKUMENTASI  

 

 

 

 

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 

 

 

 

Proses Pelayanan Jemput Bola di Kecamatan Mandah Oleh Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 
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Proses Pelayanan Jemput Bola di Kecamatan Kemuning Oleh Dinas 

Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir 
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Foto wawancara bersama ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pemanfaatan 

Data dan Inovasi Pelayanan  

 

 

 
Foto wawancara bersama ADB Kependudukan Ahli Muda Bidang Pelayanan 

Pencatatan Sipil 
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Foto wawancara bersama Petugas Pelayanan Jemput  Bola 

 

 

Foto wawancara bersama Masyarakat 
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Foto wawancara bersama Masyarakat 

 

 

Foto wawancara bersama Masyarakat 
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Foto wawancara bersama Masyarakat 
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